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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Latar belakang asas retroaktif yang diatur dalam pasal 43 Undang-

UndangNomor 26 Tahun 2000 merupakan suatu upaya untuk menciptakan 

keadilan serta berfungsi untuk melindung nilai-nilai hak-hak asasi manusia di 

Indonesia.   

Banyaknya pihak-pihak yang lepas dari jeratan hukum serta 

banyaknya kasus-kasus yang masih belum selesai merupakan cerminan bahwa 

pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih sangatlah 

memprihatinkan sehingga diperlukan keseriusan pemerintah beserta seluruh 

jajaran aparat penegak hukum untuk menyelesaikan segala kasus-kasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia. 

B. Saran 

Dari segalasesuatu yang saya tulis dari bab-bab sebelumnya serta dari 

penelitian yang saya lakukan saya dapat member saran bahwa : 

(1)  Indonesia haruslah meratifikasi seluruh ketentuan dari Statuta Roma tanpa 

ada distorsi. 

(2)  Aparat penegak hukum yang bertugas untuk menyelesaikan segala kasus 

pelanggaran hak asasi yang berat harus lebih professional. 

(3)  Pembuktian dalam kasus pelanggaran hak asasi yang berat harus 

diperbaharui. 
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